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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada
semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi
manusia untuk beranak, setelah masing-masing pasangan siap melakukan
perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak
mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas
mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara
anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan
martabat kemulyaan manusia, Allah SWT adakan hukum sesuai dengan
martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat dan berdasarkan saling ridha, dengan upacara ijab qabul sebagai
lambang dari adanya rasa saling ridha, dan dengan dihadiri para saksi yang
menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling
terikat.'

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu
dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta di
atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari

suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga

! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 6, (Bandung: Alma’arif, 1990), 10.
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kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.” Sebagaimana Allah SWT berfirman

dalam surat ar-Rum: 21,
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Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’

Pasangan suami istri akan mampu menunaikan misi perkawinan
berikutnya, yaitu untuk menghasilkan keturunan yang tangguh dan
bermanfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan
sebuah keluarga tidak akan sempurna, bila belum memiliki generasi penerus
yang dapat membanggakan orang tua.”

Namun kenyataannya kadang-kadang pasangan suami isteri itu karena
kesibukan masing-masing, dan terjadilah apa yang sebenarnya tidak
dikehendaki serta paling dibenci Allah SWT yaitu putusnya hubungan
perkawinan antara suami isteri tersebut.’ Dalam perceraian pun diperkenankan

hubungan kembali dalam surat al-Bagarah: 229, yang berbunyi :

? Butsaniah as-Sayyid al-Iraqi, Menyingkap Tabir Perceraian terjemah “Asrar fii Hayati al-
Muthallagot” penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin, (Bandung: Pustaka Al Sofwa, 2005), 19.

3 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: PT Qomariyah Prima Publisher,
2007), 664.

* Miftah Faridl, /50 Masalah Nikah dan Keluarga, (Depok: Gema Insani, 2008), 14.

3 Moh Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 27.
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Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu
dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum
Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim.’

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu

karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau

karena perceraian yang terjadi antar keduanya, atau karena sebab-sebab lain’.

Adakalanya keretakan rumah tangga terjadi karena terjadinya pertengkaran

dan perselisihan yang sulit untuk di damaikan lagi.

Dengan demikian Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai

langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga®Hal ini juga

dinyatakan Pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

S Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya..., 36.
7 Abdul Rahman Al-Ghozali, Figh Munakahat Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2008), 191.

% Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Persepektif Fikih dan Hukum Positif),

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 1.



1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Ketentuan dalam Pasal 19 PP No. 1 tahun 1975 ini disebut juga dalam
KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua
point baru, yakni point (g) suami melanggar taklik talak dan point (h)
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga. Dengan terpenuhinya alasan atau alasan-alasan tersebut,
suami atau istri bisa mengajukan perceraian dengan alasan tersebut pada
Pengadilan Agama di mana mereka tinggal.

Suami istri yang telah resmi bercerai masih mempunyai hak dan
kewajiban masing-masing dalam merawat anak yang menjadi hak asuhnya.
Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dalam surat al-Baqarah ayat
(233) yang berbunyi:
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih



(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.’

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah
kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain
untuk membangun mahlighay rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga
untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, Dan tujuan untuk
melakukan perkawinan yang lain adalah mempunyai keturunan yang shaleh
dan sholehah untuk orang tuanya dan untuk kalangan di sekitarnya. sehingga
tidak heran banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan
perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan
rumah tangganya, karena selain anak mempunyai cikal bakal penerus
keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan
cinta dan kasih sayang di antara mereka.'?

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk suatu yang sangat dianjurkan
oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup orang
tuanya. Cita-cita atau usaha yang tidak sanggup orang tuanya melaksanakan,
diharapkan anaknya nanti yang akan melanjutkanya. Anak yang shaleh

merupakan amal orang tuanya.'' Anak merupakan sebuah anugerah yang

? Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya..., 37.

' Witanto, Hukum Kelurga Hak dan Kedudukan Aanak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan
MK tentang uji Materiil UU Perkawinan., (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 1

""" M. Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzhab, Penerjemah Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera
Basritama, 1996), 173.



diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk menjaga dan mendidiknya

sampai dia mengerti apa yang mereka lakukan itu baik atau buruk.

Sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian
ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi
keputusan.

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/ 2002
ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya, dan

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.



Kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya adalah sebagai
pengayom sekaligus pendidik bagi anak-anaknya. Semua perihal yang
dibutuhkan oleh anak baik berupa sandang, pangan, kesehatan serta
pendidikan harus ada dan diusahakan oleh mereka. Karena anak merupakan
investasi dunia dan akhirat untuk para orang tua, sehingga dalam
mengasuhnya harus diberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka.

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada dibawah
asuhan kedua orang tuanya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan
kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur
dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran
akhlaknya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi, seandainya kedua orang
tua berpisah (bercerai), maka terjadi pembagian pemeliharaan atau
pengasuhan anak dimana dalam Islam disebut dengan Hadanah."

Para ulama fikih mendefinisikan Aadanah yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan,
atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang
menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan
merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Dalam hal ini

terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.'

'2 M. Baghir Al-Habsyi, Figih Praktis menurut Al-Qur’an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,
(Bandung: Mizan, 2002), 237.
3 Abdul Rahman Al-Ghozali, Figh Munakahat ..., 175.



Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya untuk
mengasuh, dan jika si anak sudah dianggap mumayyiz , ia dipersilahkan
memilih antara ikut ayah ataupun ibunya. Diberikannya hak pemeliharaan
anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, mengingat bahwa seorang ibu
lebih berkemampuan mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam
usianya yang amat masih muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti daripada si
ayah. Disamping itu, pada umumnya seorang ibu mempunyai waktu lebih
banyak untuk melakukan tugasnya itu daripada seorang ayah yang biasanya
sangat disibukkan dengan pekerjaannya.'*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa :

Dalam hal tejadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selain pasal 105 KHI juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang

berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a)'’:

M. Baghir Al-Habsyi, Figih Praktis menurut Al-Qur’an, As Sunnah, dan Pendapat Para
Ulama..., 237.
' Tim Redaksi Nuasa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 48.



“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari
ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu

2. Ayah

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka berdasarkan dari 23 putusan
tentang hak asuh anak yang telah diputus oleh hakim di Pengadilan Agama
Surabaya, bahwasanya dalam putusannya hakim memberikan hak asuh anak
yang belum mumayyiz kepada ayahnya. Ini tidak sesuai dengan pasal 105 dan
pasal 156 KHI karena sesuai hukum normatifnya anak yang belum berumur 12
tahun hak asuhnya jatuh pada ibu. Namun dari 23 perkara yang telah diputus
oleh majelis hakim tentang hak asuh anak di pengadilan agama surabaya
selama tahun ini, yang terhitung mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli
2016. Terdapat pula putusan dari Pengadilan Agama Surabaya pihak Pemohon
atau Termohon mengajukan banding hingga ke kasasi karena tidak puas
terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yakni hak asuh
anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk

mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan di atas, dimana akhir-



10

akhir ini seringkali terjadi perceraian yang pada ujungnya akan berakibat pada
anak, baik dalam peralihan hak asuh, dan nafkah yang biasanya banyak di
lalaikan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tentang “ Studi Analisis
Yuridis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemberian
Hadanah Kepada Ayah”. Dalam hal ini penulis akan lebih memperjelas
tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap hak asuh anak

yang belum mumayyiz.

Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Agar pembahasan skripsi ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang

ditargetkan, maka dalam skripsi ini diperlukan identifikasi dan batasan
masalah. Berpijak dari latar belakang di atas, maka dalam kaitannya hak asuh
anak terkandung hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian Hadanah atau hak asuh anak

2. Dasar hukum Hadanah

3. Syarat-syarat Hadanah

4. Pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pemberian

hadanah kepada ayah.
5. Analisis yuridis terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya

tentang pemberian hadanah kepada ayah.
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Adapun batasan masalah adalah untuk membatasi permasalahan yang
akan diteliti agar nantinya tidak melebar dan tetap fokus. Masalah
dalam penelitian ini dibatasi tentang:

1.Pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pemberian
hadanah kepada ayah?
2. Analisis yuridis terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama tentang

pemberian hadanah kepada ayah?

C. Rumusan Masalah
Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dibuat
dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap
pemberian hadanah kepada ayah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pendapat hakim Pengadilan

Agama Surabaya tentang pemberian hadanah kepada ayah?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak

adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh ini ada banyak
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penulisan yang membahas tentang penolakan hak asuh anak bahkan secara
global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya di antaranya yaitu:

1. Study kasus terhadap putusan No.1361/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang
sengketa hak asuh anak sebelum mumayiz akibat perceraian, oleh
Suprapto. pada perkara tersebut hakim menetapkan hak asuh anak
kepada ayah dikarenakan hal ini ibu tidak memenuhi syarat-syarat
sebagai hadhin yaitu tidak amanah dan tidak sederhana.'®

2. Hak asuh anak yang mumayyiz oleh ayah setelah terjadi perceraian di
PA Gresik, oleh Miftachul Jannah. Skripsi ini menjelaskan tentang hak
hadanah yang diberikan kepada ayah dikarenakan pihak ibu telah
melakukan tindakan yang tidak terpuji (memiliki hubungan khusus /
selingkuh dengan pria lain)."’

3. Argumentasi PA Surabaya dalam menolak hak pengasuhan ibu pada
anak yang belum mumayyiz, oleh Ahmad Tantowi.Skripsi yang ditulis
oleh Ahmad Tantowi ini membahas tentang hak hadanah yang
diberikan kepada ayah dengan alasan karena si ibu telah meninggalkan
keluarga selama 2 tahun.'®

Persamaan dalam penelitian kali ini terletak pada landasan teorinya yakni

membahas tentang hadanah. Y ang menjadi perbedaan dalam penelitian kali ini

yakni peneliti akan meneliti tentang beberapa pendapat hakim mengenai kasus

' Suprapto, “Study kasus terhadap putusan No.1361/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang sengketa hak
asuh anak sebelum mumayiz akibat perceraian’, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

'7 Miftachul Jannah, “Hak Asuh Anak yang Mumayyiz oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraian di
PA Gresik”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

'S Ahmad Tantowi, “Argumentasi PA Surabaya dalam menolak hak pengasuhan ibu pada anak
yang belum mumayyiz’, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).
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pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah di Pengadilan

Agama Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat para hakim di Pengadilan agama Surabaya

tentang pemberian hadanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah.

2. Mengetahui tinjauan hukumnya terhadap pendapat para hakim di

Pengadilan Agama Surabaya tentang pemberian Aadanah anak yang

belum mumayyiz kepada ayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Aspek Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang
berhubungan dengan hadanah yang diberikan kepada ayah serta dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang
berkesinambungan dengan masalah Aadanah yang diberikan pada ayah.
Aspek Praktis : Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai
masukan bagi para hakim dalam menangani dan melaksanakan tugasnya

serta bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang sama.
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G. Definisi Operasional

Hadanah . Hadanah adalah pemeliharaan anak yang
sudah besar tetapi belum mumayyiz setelah

terjadinya perceraian."’
Analisis Yuridis : Menganalisis secara hukum positif menurut
undang undang dan ketentuan yang berlaku di
Indonesia. Dalam penelitian ini yang digunakan
dalam ketentuan Undang-undang perkawinan
nomor | tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam
(KHI), dan landasan-landasan hukum yang

dipakai hakim dalam memutuskan suatu

perkara.

H. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research) yaitu
penelitian yang dilakukan terhadap putusan hakim.”® Dalam hal ini penulis
melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya untuk mengkaji putusan
tentang penyerahan hak asuh anak yang belum mumayyiz pada ayah. Adapun
metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi iniadalah sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

' Abdul Rahman al-Ghazali, Figh Munakahat..., 176.
20 Alhamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260.
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a. Data tentang pendapat para hakim di Pengadilan Agama Surabaya
dalam putusan perkara pemberian hadanah kepada ayah.
b.Data tentang dasar hukum apa yang dipakai oleh hakim Pengadilan
Agama Surabaya dalam perkara pemberian hadanah pada ayah.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Sumber Data Primer: yaitu hakim Pengadilan Agama Surabaya
terkait pemberian Aadanah pada ayah.
1. Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, MH. (Hakim PA Surabaya)
2. Dra. Hj. Nurjaya, M.H. (Hakim PA Surabaya)
b. Sumber Data Sekunder: yaitu data yang diambil dan diperoleh dari

bahan pustaka seperti buku-buku.”

Dalam penelitian ini penulis

menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan

dengan pembahasan ini, yaitu:

1) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah Moh. Thalib, Jilid 8,
Bandung: Al-Ma’afir, 1990.

2) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiigih Lima Madzhab, Terjemah
Idrus al-Kaff, Cet. 25, Jakarta: Lentera, 2010.

3) Imam Syafi’i, Al Umm Kitab Induk, Terjemah Ismail Yakub, Cet.
1, Jakarta: Faizan, 1983.

4) Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Kifayatul akhyar Terjemahan

Ringkas Figh Islam Lengkap, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), 115
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5) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak;
6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;
7) Kompilasi Hukum Islam.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara
mempelajari beberapa berkas perkara berupa putusan tentang
pemberian hadanah pada ayah yang belum mumayyiz.

b. Wawancara (/nterview), dalam hal ini wawancara dilakukan
terhadap beberapa hakim yang menangani perkara tentang
pemberian hadanah kepada ayah. Dalam wawancara ini penulis
menggunakan pertanyaan yang telah terstruktur.

4. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut:
a. [Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan

memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang
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meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.?

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan
masalah.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini
sebagai berikut:

a. Teknik Deskriptif Analisis

Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta
aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan
pembahasan yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam
hal dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Surabaya dalam
perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ayah yang belum
mumayyiz, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang
terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis, sehingga dapat
mendapatkan suatu kesimpulan.
b. Pola Pikir Induktif

Pola pikir induktif adalah metode yang diawali dengan
mengemukakan teori-teori bersifat khusus yang berkenaan dengan hak
asuk anak. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat

umum dari banyaknya fakta-fakta yang diuji menggunakan teori dan

> Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
91.



18

dibentuk menjadi suatu analisis hasil penelitian pemberian hak asuh

anak di PA Surabaya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis
membagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai
berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, dalam bab ini memuat bahasan
tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua : Membahas tentang landasan teori hadanah yang terdiri
dari pengertian dan dasar hukum hadanah, syarat-syarat hadin, urutan hadin,
berakhirnya masa hadanah serta biaya hadanah menurut Hukum Islam dan
Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab Ketiga: Merupakan data penelitian yang memuat tentang
deskripsi perkara, pertimbangan analisis yuridis dan dasar hakim Pengadilan
Agama Surabaya dalam pemberian Aadanah kepada ayah.

Bab Keempat : Memuat tentang analisis terhadap pendapat hakim
Pengadilan Agama Surabaya dan analisis yuridis terhadap pemberian Aadanah

kepada ayah.
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Bab Kelima: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saranmn.



